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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 180/PMK.05/2017 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARJIN  

UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 

14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor  

19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, 

subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan 

kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan 

menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Keputusan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas  
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Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi 

Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat; 

  c. bahwa dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian  Republik Indonesia Selaku Ketua Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kredit Usaha Rakyat, terdapat perluasan cakupan 

penyalur dan skema penyaluran kredit usaha rakyat 

melalui skema syariah dengan pemberian fasilitas subsidi 

marjin;   

  d. bahwa untuk mengakomodir perluasan cakupan 

penyalur dan skema penyaluran kredit usaha rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan 

pengaturan kembali terhadap tata cara pelaksanaan 

subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat yang 

sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk 

Kredit Usaha Rakyat; 

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARJIN UNTUK 

KREDIT USAHA RAKYAT.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR 

adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau 

investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak 

namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 

tambahan belum cukup. 

2. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban 

Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang 

diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang 

dibebankan kepada penerima KUR.  

3. Subsidi Marjin adalah bagian marjin yang menjadi beban 

Pemerintah sebesar selisih antara marjin yang diterima 

oleh penyalur KUR dengan marjin yang dibebankan 

kepada penerima KUR dalam skema pembiayaan syariah. 
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4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara.  

5. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L 

adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non 

kementerian negara/lembaga negara. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Kredit Usaha Rakyat 

yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 

memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA 

untuk menggunakan anggaran untuk pembayaran 

subsidi atas KUR. 

8. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite 

Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden 

dengan Keputusan Presiden yang diberi kewenangan 

dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program 

KUR.  

9. Penerima KUR adalah pihak yang memenuhi kriteria 

untuk menerima KUR sesuai dengan Pedoman 

Pelaksanaan KUR. 

10. Penyalur KUR adalah lembaga yang memenuhi 

persyaratan untuk menyalurkan KUR sesuai dengan 

Pedoman Pelaksanaan KUR. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

13. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok 

pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima 

KUR kepada Penyalur KUR. 
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14. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya 

disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang 

digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan 

informasi penyaluran kredit program.  

 

BAB II 

TUJUAN  

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman 

atas pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin 

untuk mendukung pelaksanaan program KUR. 

 

BAB III 

KPA DAN PENGALOKASIAN DANA  

 

Pasal 3 

(1) Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi 

menetapkan pejabat pada K/L yang membidangi 

pemberian subsidi atas KUR sebagai KPA. 

(2) Dalam menetapkan KPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari 

Komite Kebijakan. 

(3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara pelaksanaan APBN.  

 

Pasal 4 

(1) KPA menerbitkan keputusan untuk menetapkan:  

a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil 

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara; dan 

b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan 

pengujian atas permintaan pembayaran dan 

penerbitan perintah pembayaran.  
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